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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN 

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Cibinong yang  memeriksa  dan mengadili perkara-

perkara  perdata  pada tingkat  pertama,  telah  memberikan penetapan sebagai

berikut atas gugatan dalam perkara antara: 

PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk., tempat kedudukan Jl. Kp. Pasir Angin,
Rt/rw  :  03/02,  Kelurahan  Wargajaya,  Kecamatan  Cigudeg,
Kabupaten Bogor,  Jawa Barat,  Wargajaya,  Cigudeg, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada David
Pahala, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kp. Pasir Angin, Rt/rw :
03/02,  Kelurahan  Wargajaya,  Kecamatan  Cigudeg,  Kabupaten
Bogor,  Jawa  Barat  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  ,
sebagai  Penggugat  

Lawan:

Ade Aristiyanto, bertempat tinggal di Jl. Pajeleran, Rt/rw : 04/08, Kelurahan
Sukahati,  Kecamatan  Cibinong,  Kabupaten  Bogor,  Sukahati,
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai  Tergugat 

 
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

53/Pdt.G.S/2024/PN  Cbi., tanggal  24  Oktober  2024  tentang  Penunjukan

Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri  Cibinong  Nomor

53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., tanggal 24 Oktober 2024tentang Penetapan Hari Sidang; 

 
Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah  ditetapkan Penggugat

hadir kuasanya yaitu DAVID PAHALA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

080/SK/ARL/X/2024,  Tanggal  21  Oktober   2024,  sedangkan  Tergugat  tidak

datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil

secara sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang,  bahwa pada persidangan hari  Selasa,  tanggal  5  November

2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara Lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat oleh karena  tidak bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto Pasal 272 Rv), maka

permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  pencabutan  gugatan

tersebut dikabulkan, maka Majelis  Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Negeri  Cibinong  untuk  mencatat  dalam  register  perkara  perdata  Nomor

53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., atas pencabutan tersebut; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan pencabutan  gugatan

Pengugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya

perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering

(Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

2. Menyatakan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi. dicabut; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong  untuk

mencatat  dalam  register  perkara perdata gugatan  Nomor

53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., atas pencabutan tersebut;  

4. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp.158.000.00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada

hari  Selasa, tanggal  5 November 2024, oleh kami, Dewi Apriyanti, S.H., M.H.,

sebagai  Hakim,  yang  ditunjuk   berdasarkan   Surat   Penetapan   Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 53/Pdt.G.s/2024/PN Cbi tanggal 24 Oktober

2024,  penetapan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam persidangan

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, Nasruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti:                                                             Hakim,

     

Nasruddin, S.H., M.H.                                              Dewi Apriyanti, S.H., M.H.
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Rincian biaya perkara :

1- Biaya pendaftaran     : Rp.30.000,-

2- Biaya pemberkasan/ATK     : Rp.50.000,-

3- Biaya panggilan     : Rp.28.000,-

4- PNBP panggilan     : Rp.20.000,-

5- Biaya sumpah     : Rp. -

6- Biaya kirim wesel     : Rp.        -  

7- Biaya kirim pos     : Rp.        -    

8- Biaya Pemberitahuan PS     : Rp.        -

9- PNBP Pencabutan     : Rp.10.000,-

10- Biaya Transportasi ke Kantor Pos  : Rp.        -

11- Redaksi : Rp.10.000,-

12- Meterai : Rp.  10.000,-      +  

      Jumlah : Rp.158.000.00,- (seratus  lima

puluh delapan ribu ribu rupiah);
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